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a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal6 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Menimbang

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT
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L Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang· Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbar-an

Negara Repu blik Indonesia T'ahun 1999 Nornor :75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2012, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDTahun Anggaran

2012;

Mengingat
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5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, tiimbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

sebagaimana telah' diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Perietapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian

Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ~73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia .Nornor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 2090 ten tang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 45 Tahun ~999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,

Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
; .' '. '-.~ ~:;, ",. ',' ;,' .
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitu si ' Republik Indonesia Nomor
018/PPU-I!2003;
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9. Undang-undang Nomor 25. Tahun 2004 tentanl:? Sistem Perencanaan
Pemb~ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 ,tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

Nomor 5, Tambahan(Lernbaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang

(Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4884);

6. Uridang-uridang Nornor 17 T~hun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
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.: .

:, i!:

1L Undang-undang. Nomor 33 /r~hup .2001 ~entang Perimbangan Keuangan
, . , 1 .' ~

. an tara Pemerintah Pusat daf\l Pemer'inrahari. Daerah (Lembaran Negara

Republik .Indonesia. Tahun ,2Q04 .Nornor 1.;26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Npmo{.4438); .

, 12. .Llndang-urrdang Nomor 28 Tahun 2009. teritarrg Pajak Daerah dan Retribusi

Daera h- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang· Pernerintah Daerah

(Lembaran Negara RepubltkJndoneaia Tahun 2004. Nornor 125, Tambahan

Lembaran Negara- Republik .Indonesia, -Nomor 4437);: Sebagaimana telah

d~upah b~:ber:apa. kali .terakhir A~ngan .Undang-undang .Nornor 12 Tahun

. 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,"" " :', ',' ,.,,,.,'.. ,'," ... .- " .'

tentang Pemerintah Daerah ,(L;«?rpbara,n.Negtlra ~~publik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik. Indonesia Nomor

4844);

',j "
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Protokoler'dan Keuangan 'Pifupinan dan Anggaota Dewan Perwakitan Rakyat.. .
Daerah (Lembaran'<Negara Republik Indonesia Tahun 2'004 Nomor 90,

. Tambahan Lernba'dm /Nbg'at:a' 'Repub'likvIrrdoneaia Nomor 4416),

sebagaimana telah diubafi' beberapa kali' terakhir dengan Peraturan

'Perner'intah :Nomor' 21 ~Tahun:200!7 ten tang PerubahanKetiga .Atas Peraturan

Pemerirrtah.: Nomor i 24 -,Tah un 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

.Keuangan Pimpinan ..dan:' Anggaota - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

tentang Kedudukan200415. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Iridonesia Nomor 4028);'

13. Undang-undang, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

.Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

14~ Peratu'ran Perrie~i~tah Noinot i(J9: Tahrin 2000'tentang Kedudukan Keuangan

Kepal~' Daerah : dan Wakil Kepala D'aerah ":(Lembarail Negara Republik

Indonesia' Tahtrn 200b 'Nornor :210; Tarnbahari Lerribaran Negara Republik



194HIMPUNAN PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 'I'ambahari Lernbaran Negara

'Repu'blik Indone~i~-Noiri6r '4593); j f" ",

18. Perarurarr Pemetj'ntah Nomor 56 'I'ahtm 2005 ';tentang' Sistem Informasi

KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor

13S,'Ta:mb~lian l.enioar'ir{ Negara Republfk Indonesia Nomoi- 4576);

19. Peratura~;Pemeri'n~~h 'Nomor 58 'Tah~n 2bo'~'-te~tang Peng~lolaan Keuangan

Daerah [Lembaran Negara' Republik Indorresia'" Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan'LieinbI1i:niA Negara' Republik 'Indoneaia 'Nomor'4S,fS);

P~raturan: Pemeriritah N~~or 79 Tahu~ '2005 ~entang Ped.~man Pembinaan
. " ',:1 . . 'f. ....,: .~.- .,.':, ..,':: _ . ~! .". '. (_. " ... ' T
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. -. ~

,;.:

20.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

[Lembanan Negara .Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik.Indonesia NomOI 4574r:'

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005'tentang'Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, iNomon 137, Tambahan

.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);:. -, ."
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24. Peraturan Pemerintah Nomor. 19;Tahun.,,2010tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

Nomor 4737);
Is ; i 'j .. '...: I • ~_',..

Pemerintah Daerah Kabupaten ZKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
; "-1 :,~. 1:,,:' .~ :: "',1 .•. ".: ~ ",' ':n;\_"/; ';!.;~ .,' ,. ,', .

Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. . .. ; ~.' . . , •. ; , •" , • : ! ~ " "!. :_" ::

23., Pera turan Pemerintah Nomor ,<f8,,1;'~hun,2007, ten,taIlg Pernbagian Urusan

Pernerintahan all;t\3.I[a Pemerintah, Pernerintah .Daerah Provinsi dan
, .. , . ~ 'v-,

;' "

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah,;,pap Informasi Laporan, Peny:el~p.ggaraan Pernerintah Daerah

lcepada, M,al>y~,,:~k,at(Lembaran, N~gru:~, Fepublik,IndoJ1.esia Tahun 2007

Nornor 19, Tambahari Lembaran Negara Repu blikIndoneeiaNomor 4693);
. . : -_,\ :; '" '" ", . :", .: ~ "; , :'; " r:, , i "" .;, :' " ": ..

::'lC /. ,"

Laporan

Laporan

22. Pera.tur an- Pemerintah Nomor '. ;3. ,Tahun.' 2007" tentang

Penyelenggaraan .Pemerintah." Daerah.: .kepada ,,:Pemerintah,

21. Peraturan Pemeriretah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pernerintah ' ;[Lernbaran Negasa Republik Indonesia

Tahun 2006, Nomor 25.; Tambaharr. Lembaran .Negara Republik Indonesia

Nomor 4614); ,
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27., Peraturan Menteri Dalfllll Neg~J:i,N.omor,~'YlTah.un 2006 tentang Pedoman
,Pengelolaan Keuangan . Daerah,. sebagaimana telall diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri .Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 54,Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj'.Jasa

. ~ ."j "

:; .. ,
Peraturan Pemerin,tah No~or 71 rah~n 2010 ten~ang Standar Akuntansi
Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2010 Nomor

,:' " ".; .:"
123, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);~" ,

25.

. . , .-' .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan

.:/" ,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5209);

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

,5107) sebagaimana telah diubah ,<;i.eI?:ganPeraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenangserta Kedudukan. :-~: . . : . .
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

c c
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~. .' . .. .
Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006
tentang .Kedudttkan 'Keuarrgan Pirripinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat DaerahPrdvinsi' Irian .Jaya B~rat (Lernbaran Daerah Provinsi Papua
Barat 'I'ahun 2007 Nomor 25, Tarnbahan Lerrrbaran:Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor25);

30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok­

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Da.'erah Provinsi Papua

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tah'un 2011 Tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2012.

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta.hun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Barrtu.an .Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun .2011 Nomor 310);
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .Tahun .Anggaran 2012 Semula Berjumlah. - _. .... '.' .. . '"

,RpA~99~~~80.838.950,00Bertamba?:Sejumlah Rp. 314.053.269.317,92SehinggaMenjadi
-Rp: 4:312'.434:108.267,92Dengan ~cian S~bagaiBeriktit ~ ,
:. ' S.~ t : . :!.' ...~. :' , •

.: ,'"Pasal 1

Menetapkan . i. PERATURANGUBERNURPAPUABARATTENTANGPENJABARANPERUBAHAN
.ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2012,

M'EMUTUSKAN:

2012.
Anggaran

34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang
:i . . ! , . '..-~

Perubahan Anggaran Pe!ldapatan dan Belanja Daerah Tahun
" l

32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Urusan Pemerirrtahyang, Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;

33. Peraturan Daerab' Provinai Papua Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan de{; Belanja 'Daerah' 'rahun' A.nggaran 2012.
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b. Pengeluaran
1)Semula. Rp. 25.000.000.000,00
2)Bertarnbah/Ilserkurang] Rp;" ""'~'j;: 0 00 (+)
-Jumlah Pengeluaran Setelah, Perubahan , .'" Rp., .' 25,OOO.QOO.OOO,OO(+)
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan .Rp. 373.107.844.546,04 (+)

. : : • . "";, ~ ;" : .••. . '_.~. • \ . ",_, .-~ :. . ,o~.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. =88=8=.=88=8=,'-"0=.0

, ,

Rp: 130.000.000.000,00' "
:Rp.• , 26R107.844.546,04 (+)
Rp. 398.107.844.546,04

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan, Rp. (373.106.955.658,04)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1)Semula
,2) Bertambahj'[Berkurang]

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

" . ( ~
b. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 3.998.380.838.950,00
, " ,,"',

Rp. 314.053.269.317,92 (+)

Rp.4.312.434.108.267,92

a. Semula

Jumlah p'e~dapatan Setelah Perubahan, Rp.3.939.327.152.609,88

,2~Belanja

45.945.313.659,88 (+)Rp.

, Rp; 3.893.381.838.950,00

,1. Pendapatan

a. -Semula :
b. Bertambab /Ilserkurang]
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ABRAHAM O.ATURUru

CAP/TID

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Ditetapkan di Manokwari
padatanggal 27 September 2012

Pasa15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Guberrrur ini

dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam PasalZ merupakan bagian Yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal3

Pasa12
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.



201HIMPUNAN PERATURANGUBERNUR PAPUABARAT

~)
PembinaTK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALABIROHUKUM,

BERITADAERAHPROVINSIPAPUABARATTAHUN2012 NOMOR 192

Ir. MARTHENLUTHERRUMADAS.M.Si
PembinaUtama Madya

NIP. 19510109 198303 1 003

CAP/TID

SEKRETARISDAERAH
PROVINSIPAPUABARAT,

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal27 September2012


